PERTEMUAN II

PRANATA-PRANATA TRADISIONAL

Pada hukum perdata internasional terdapat proses kualifikasi sebagai proses yang dilakukan setiap orang (termasuk hakim) apabila menghadapi sekumpulan fakta dalam rangka pengambilan keputusan.  Tujuan pengkualifikasin ini adalah :

1. menata sekumpulan fakta yang dihadapi sebagai perkara;

2. membuat definisi untuk menggambarkan sekumpulan fakta;

3. menempatkan sekumpulan fakta tersebut ke dalam suatu kategori tertentu.

Proses kualifikasi dalam hukum perdata internasional jauh lebih rumit apabila dibanadingkan dengan proses kualifikasi pada hukum perdata nasional, karena dalam hukum perdata internasional selalu melibatkan sekurang-kurangnya dua sistem hukum yang mana sistem-sistem hukum itu berbeda jauh, sebagai berikut :

1. Berbagai sistem hukum menggunakan terminologi yang sama untuk menyatakan hal yang berbeda, seperti di Indonesia domisili berarti tempat tinggal, sedangkan di Inggris domisili memiliki tiga arti yaitu domicilie of origin (asli), domicilie of dependen (tergantung), dan domicilie of choise (dipilih);

2. Berbagai sistem hukum mengenal konsep/institusi tertentu yang dikenal pada sistem hukum lain, seperti pengangkatan anak dalam hukum adat Indonesia, di Inggris ada lembaga hukum TRUST yang tidak dikenal di Indonesia;

3. Berbagai sistem hukum untuk menyelesaikan sengketa-sengketa hukum yang pada dasarnya sama, tapi menggunakan kategori hukum yang berbeda, seperti menurut hukum Perancis, bila seorang janda menuntut hasil dari sebidang tanah warisan suaminya termasuk perkara pewarisan, sedangkan di Inggris termasuk perkara perkawinan;

4. Berbagai sistem hukum yang mensyaratkan berbagai atau sekumpulan fakta yang berbeda-beda untuk menetapkan adanya peristiwa hukum yang pada dasarnya sama seperti peralihan hak milik dalam jual beli di Indonesia sejak adanya penyerahan, di Perancis setelah ada sepakat dari kedua pihak;

5. Berbagai sistem hukum dalam menempuh prosedur untuk mewujudkan hasil atau status hukum yang pada dasarnya sama, seperti menurut hukum Inggris perjanjian dianggap mengikat bila dibuat secara bilateral.  Menurut hukum Indonesia, dimungkinkan perjanjian unilateral/sepihak misalnya pada hibah.

Pada perkembangannya, ada beberapa masalah utama dalam proses kualifikasi yakni :

1. Kesulitan untuk menentukan ke dalam kategori apa sekumpulan fakta dalam perkara harus digolongkan atau dikualifikasikan;

2. Apa yang harus dilakukan hakim bila sekumpulan fakta dalam suatu perkara dikualifikasikan sebagai peristiwaatau hubungan hukum yang berbeda oleh dua sistem hukum yang relevan dengan perkara.

